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SOROTI BUMD DAN PENGELOLAAN ASET

DPRD Sumbar Tetapkan Pandangan
Pascagunakan Hak Interpelasi

WARISAN TAK BENDA—Tugu Babiola Pasisia berdiri kokoh di Jalan Raya Painan, Pesisir Selatan, Rabu (5/8). Tugu ini ditetapkan
oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dari Kabupaten Pessel
pada 16 Agustus 2019. IRHAM KURNIAWAN

SIDANG SUAP PROYEK PEMBANGUNAN SOLSEL

Saksi Singgung Transaksi Rp1,2 M
U

NTUK jembatan itu
pembagian
persenannya 12
persen, dan untuk
proyek masjid 14

persen. Pembagian persenan
diperuntukkan untuk Bupati,
orang dinas terkait di Pemkab
Solsel, panitia, serta bawahan
M. Yamin Kahar.

ABDUL HIDAYAT
Keterangan Saksi di Persidangan

EMPAT saksi memberikan keterangan secara bergilir di Pengadilan Tipikor PN
Padang, atas kasus dugaan penerimaan fee proyek yang menjerat Bupati nonaktif
Solsel Muzni Zakaria, Rabu (5/8). WINDA

PADANG, HALUAN—Jaksa
menghadirkan empat saksi lagi dalam
sidang lanjutan dugaan penerimaan fee
(suap) proyek yang menjerat Bupati
nonaktif Solok Selatan (Solsel) Muzni
Zakaria, Rabu (5/8). Salah seorang saksi
menyebutkan pernah mendapat
informasi bahwa terdakwa Muzni

Zakaria pernah menerima uang Rp1,2
miliar dari pengusaha M Yamin Kahar
(berkas terpisah sudah divonis).

Keempat saksi yang didatangkan
jaksa KPK Rikhi B Maghaz dkk untuk
memberikan keterangan di Pengadilan
Tipikor PN Padang antara lain, Abdul
Hidayat selaku Site Manager PT

Zulaikha, Fadzlu selaku Direktur PT
Zulaikha, Eriyanto selaku Direktur PT
Yaek Ifda Cinta, dan Mukti Aksa selaku
Humas PT Zulaikha.

Dalam keterangannya, saksi Abdul
Hidayat mengatakan bahwa memang

POSITIF COVID SUMBAR TEMBUS SERIBU

Inpres Sanksi Protokol
Kesehatan Meluncur

SUBUH 05:04 WIB
ZUHUR 12:28 WIB
ASHAR 15:51 WIB
MAGHRIB 18:30 WIB
ISYA 19:42 WIB

Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada
Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan,
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada

buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah
kesudahan segala urusan. (QS Luqman Ayat 22)

 

Gempa Bisa Pengaruhi
Cekungan Siberut
PADANG, HALUAN — Gempa
bermagnitudo 5,2 skalarichter
(SR), Rabu (5/8) pukul 06.51
WIB dengan pusat perairan Pesi-
sir Selatan (Pessel) cukup me-
nyentak warga di sebagian Sum-
bar, terutama di Pessel, Kota
Padang, dan sekitarnya. Kewas-
padaan terhadap gempa mesti
terus dijaga, terlebih gempa juga
menyebabkan makin tingginya
cekungan di Siberut yang me-
nyimpan energi besar.

Kepala Pusat Monitoring
Bencana dan Observasi Bumi
Universitas Negeri Padang (UNP)
Pakhrur Razi mengatakan, gempa
bumi yang berpusat di Pantai
Barat Sumatera itu merupakan
gempa tektonik dan tidak berpo-
tensi tsunami. Setelah diamati,
gempa bumi tersebut merupakan
jenis gempa bumi dangkal, yang
terjadi akibat aktivitas subduksi
lempeng Indo-Australia yang
menunjam ke bawah lempeng
Eurasia.

“Meski tidak berpotensi tsu-
nami, masyara-
kat tetap mesti
waspada. Terle-
bih, jika gempa
terjadi dengan
durasi cukup
lama dan kuat.
Sebab ada saja
kemungkinan
disusul tsuna-
mi. Selain itu,

PADANG, HALUAN — DPRD
Sumbar menggelar rapat paripur-
na dengan agenda penetapan
pandangan di ruang sidang
utama, Rabu (5/8). Penetapan
pandangan digelar usai men-
dengar penjelasan Gubernur
Sumbar tentang pengelolaan
BUMD dan pengelolaan aset
milik daerah, yang sebelumnya
menjadi materi pengajuan Hak
Interpelasi oleh DPRD Sumbar.

Rapat dipimpin oleh Ketua
DPRD Sumbar Supardi, didam-
pingi Wakil Ketua Irsyad Syafar,
Suwirpen Suib, dan Indra Datuk
Rajo Lelo. Dalam pengantarnya, KETUA DPRD Sumbar Supardi, menyerahkan pandangan DPRD Sumbar terkait penjelasan

Gubernur Sumbar atas penggunaan hak interpelasi DPRD, dalam siding paripurna, Rabu (5/8). IST/
HUMASDPRD

PADANG, HALUAN — Angka positif
Covid-19 di Sumbar menembus 1.006
kasus, sedangkan secara nasional sudah
menyentuh 116.871 kasus. Presiden RI
Joko Widodo akhirnya mengeluarkan
intruksi presiden (Inpres) yang mengatur
sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan,
sementara itu pengajuan draf Ranperda
New Normal oleh Pemprov Sumbar ke
DPRD masih belum dilakukan.

Penambahan kasus positif di Sumbar
dalam 24 jam terakhir hingga Rabu 5
Agustus tercatat 19 kasus. Jumlah itu
ikut menderek angka total kasus hingga
melebihi angka seribu. Klaster tempat
kerja menjadi perhatian khusus, ter-
utama sejak momen Idul Adha akhir Juli
2020 lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Sumbar Jasman Rizal
selaku Juru Bicara Penanganan Covid-
19 Sumbar menyampaikan, dari total
1.006 kasus yang tercatat, sebanyak 86
orang pasien (8,5 persen) tengah dirawat
di rumah sakit rujukan, 79 orang (7,9
persen) menjalani isolasi mandiri,
sembilan orang (0,9 persen) menjalani
isolasi daerah, dan 22 orang (2,2 persen)
tengah dikarantina di BPSDM Sumbar.

“Sejauh ini, sebanyak 776 orang
(77,1 persen) telah dinyatakan sembuh,
per hari ini bertambah tiga orang.
Sedangkan pasien meninggal dunia
masih berjumlah sebanyak 34 orang
(3,4 persen). Tambahan kasus baru hari
ini berasal dari pemeriksaan 1.418

TERGETKAN POROS BARU

Gusmal-Suherman
Deklarasi Maju Ke
Pilgub Sumbar

SOLOK, HALUAN — Eskalasi politik jelang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar
(Pilgub) 9 Desember 2020 mendatang terus
bergerak dinamis. Meski KPU belum membuka
keran pendaftaran, namun sejumlah bakal
pasangan calon (paslon) mulai mengapung ke
publik. Terbaru, bakal paslon Gusmal dan
Suherman (Gaman) bertekad ikut turun ke
gelanggang.

Didasari adanya kesepahaman pandangan
politik dan kepercayaan untuk melangkah,
Bupati Solok Gusmal dan Suherman akhir-
nya mengikat janji bersama untuk maju ke
panggung Pilkada Sumbar 2020-2025. Janji

>> GEMPA hal 07

BAKAL Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Gusmal dan Suherman, saat
momen deklarasi keduanya untuk menyongsong Pilgub 2020, Rabu (5/8) di sebuah restoran di
Kota Solok. WANDI MALIN
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untuk saling menguatkan satu
sama lain itu tergambar dalam
deklarasi yang digelar Rabu (5/8)
di sebuah restoran di Kota Solok.

Deal itu, setidaknya, akan
memunculkan warna baru potret
politik lokal di Sumatera Barat.
Kehadiran pasangan ini telah
menambah alternatif pilihan
masyarakat yang akan menen-
tukan pilihan politiknya pada
Pilkada Sumbar 2020 nanti.

Bagi Bupati Solok dua periode
itu, deklarasi sebagai balon
Gubernur Sumbar tentulah bukan
tanpa perhitungan. Bahkan, sama
matangnya dengan kalkulasi
politik yang ditawarkan Suherman
selaku tokoh pengusaha asal Batu-
sangkar ketika menjatuhkan pili-
hannya kepada Gusmal. “Kita
sepakat bersama Pak Gusmal, kare-
na ada komunikasi batin untuk
melangkah ke bursa pemilihan
Kepala Daerah,” kata Suherman.

Atas kekuatan hubungan batin
yang melahirkan rasa saling perca-
ya itu, pihaknya berkomitmen
untuk membangun dan membesar-
kan Sumatera Barat hingga tahun
2025. “Pak Gusmal adalah Bupati
Solok dua periode. Saya yakin
beliau punya basis massa yang kuat
di Solok Raya,” bebernya.

H. Suherman yang bergelar adat
Tuanku Rajo Disambah berasal
dari Nagari Parambahan Kecamatan
Limokaum, Kabupaten Tanah
Datar. Ia mengaku merasa nyaman
dan optimis maju bersama Gusmal.
Selain seorang birokrat senior,
bupati Solok dua kali, Suherman
menilai Ketua LKAAM Kabupaten
Solok itu juga tokoh terbaik hari
ini di Solok Raya. 

Dengan latar belakang se-
orang pengusaha yang bergerak
di bidang jasa kontruksi Nasional
di Jakarta, Suherman mengaku 
mulai memasuki wilayah politik
sejak tahun 2018 saat bergabung

dan mengikuti pemilihan legis-
latif dengan PKB. “Namun saat
ini, kami bergabung dengan partai
Golkar dan sepakat maju dengan
H. Gusmal pada Pilkada Sumbar
dengan mendaftar ke koalisi poros
baru,” ulangnya.

Mantan politisi PKB yang kini
merapat ke Partai Golkar itu mene-
gaskan, hingga hari ini belum ada
satu pun paslon yang bisa dipas-
tikan menggenggam rekomendasi
partai. Kepastian itu bisa didapat,
nanti jika sudah mendaftarkan diri
ke KPU. Atas alasan itu, ia berke-
yakinan, peluang untuk menda-
patkan tiket ke pentas Pilkada
masih terbuka lebar. 

“Peluang itu masih terbuka,
setidaknya melalui poros baru yang
kini diusung tiga partai, Golkar,
PKB, dan Nasdem, kami akan
berjuang sampai titik darah peng-
habisan,” beber Suherman lagi.

Sementara itu, Gusmal yang
sebelumnya sempat menjalin
komunikasi dengan sejumlah
politisi Sumbar untuk bergan-
dengan menuju kontestasi Pilgub,
akhirnya menjatuhkan pilihan
kepada Suherman. Pengusaha
yang bergerak di bidang jasa
konstruksi nasional itu dipandang
mumpuni untuk saling menopang
program pemerintahan, jika nanti
diberi amanah memimpin Sumbar
pada periode mendatang.

Gusmal menyebutkan, saat ini
kandidat yang muncul dalam
panggung Pilgub, hanya didomi-
nasi oleh kandidat dari wilayah
Dapil II Sumbar. Kondisi ini
seakan mengenyampingkan po-
tensi politik dari Dapil I Sumbar,
terutama wilayah Solok Raya
hingga ke Dharmasraya. “Ini ada-
lah potensi bagi kita untuk meng-
galang kekuatan pemenangan
pada Pilgub nanti,” ujar ketua
LKAAM Kabupaten Solok itu. 

H. Gusmal Dt. Rajo Lelo yang

juga Bupati Solok itu mengaku
pihaknya tidak sekadar melaku-
kan deklarasi pasangan Balon
Gubernur, tetapi sekaligus memin-
ta izin dari seluruh komponen
masyarakat. Menurutnya, untuk
membangun dan melakukan per-
baikan perbaikan di Sumbar, tidak
putus oleh Gubernur dan Wakil
Gubernur saja, tetapi perlu kerja
sama dengan bupati/wali kota serta
semua komponen masyarakat.

“Jika nanti diamanahkan men-
jadi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumbar, kami akan membang-
kitkan dan membangun Sumbar
yang berbasis pada pembangunan
nagari,” ucap Gusmal lagi.

Deklarasi yang diiringi dengan
sesi tanya jawab itu, dijawab Gusmal
dengan berbagai langkah dan
strategi pembangunan dengan
merancang RPJMD Sumbar sesuai
potensi daerah dengan berbasis
nagari. Gusmal mengaku, akan
mengangkat potensi-potensi Sum-
bar untuk lebih maju, termasuk
bagaimana dirinya membangun
bidang budaya dan pendidikan.

“Kita akan naikkan program
sekolah umum berbasis pesantren
ke tingkat provinsi, sebagai usaha
menciptakan generasi yang ber-
kualitas,” jelasnya.

Selain itu, melalui komunikasi
dan komitmen yang terjalin terse-
but, Gusmal dan Suherman mene-
gaskan jika nanti diberi amanah
oleh masyarakat untuk memimpin
Sumbar, keduanya “tidak akan
pecah ban di tengah jalan”, seper-
ti lazimnya banyak pasangan
kepala daerah.

“Berkaca dari banyak penga-
laman yang ada selama ini, banyak
pasangan kepala daerah yang
tidak bisa kompak sampai akhir
masa jabatan. Insyaa Allah kami
tidak akan seperti itu, karena kami
sudah saling memahami satu
sama lain,” tegas Gusmal. (h/ndi)

di rumah sebaiknya siaga lampu
emergency, karena gempa bumi
yang cukup kuat bias berakibat
listrik padam. Sehingga saat
gempa terjadi di malam hari,
masyarakat kesulitan keluar dari
rumah,” katanya kepada Haluan,
Rabu (5/8).

Pakhrur menambahkan, sebe-
tulnya gempa yang terjadi di
Sumbar dalam dua tahun belaka-
ngan, rata-rata memang berke-
kuatan 4 hingga 5,5 SR, serta
berpusat di sesar Sumatera dan
Mentawai. Selain itu, ia menga-
nalisis bahwa gempa yang terjadi
di Sumbar memiliki kecenderu-
ngan bisa ditebak.

“Artinya, kita bisa mempre-
diksi. Jika dalam beberapa waktu
terakhir gempa terjadi di Aceh,
lalu di Medan, Nias, dan baru-baru
ini juga gempa di Padang Panjang.
Lalu sesudah itu, gempa terjadi
di Bengkulu dan Lampung. Jadi,
saat daerah di sekeliling kita
sudah terjadi gempa, maka akan
ada kemungkinan gempa juga
akan terjadi di daerah kita,”
katanya lagi.

Hal yang perlu diwaspadai,
katanya lagi, adalah cekungan
yang terdapat di perairan Siberut.
Pakhrur mengatakan, cekungan
yang terdapat di Seberut semakin
tinggi setiap tahunnya. Terlebih,
siklus gempa 200 tahunan Menta-
wai yang memiliki energy gunca-
ngan sangat kuat, diprediksi
beberapa pengamat hingga saat
ini belum terjadi.

“Patut diwaspasai, bahwa gem-
pa juga mengakibatkan terjadinya
longsor bawah laut, seperti yang
terjadi  di Palu. Jika longsor bawah
laut terjadi, maka ada kemungki-
nan terjadi tsunami usai gempa.
Gempa berkekuatan lebih dari 6
SR berpotensi mengakibatkan
longsor bawah laut, terlebih jika
pusat gempanya berada tepat di
cekungan,” katanya menutup.

Hal senada disampaikan Pa-
kar Gempa Bumi dari Universitas
Andalas (Unand) Badrul Mustafa
Kemal. Ia menyebutkan, jika
dilihat dari episentrum gempa
yang lebih dekat ke Sumatera dan
berada di kedalaman yang dang-
kal, maka memang tidak akan
berpotensi tsunami. Namun yang
mengkhawatirkan, jika gempa
terjadi di megathrust, tertutama

yang berpusat di segmen Siberut.
“Gempa yang terjadi hari ini

juga sudah berulang kali terjadi
dalam beberapa waktu terakhir. Jika
gempa terjadi di lepas pantai, maka
perlu diwaspadai. Sebab gempa
tersebut dapat berpotensi tsunami,
seperti yang terjadi pada 25 Ok-
tober 2010 lalu di Mentawai,” kata
Badrul kepada Haluan.

Badrul menambahkan, poten-
si gempa dengan kekuatan besar
masih dapat terjadi, terlebih
cekungan yang terdapat di Sibe-
rut. Namun, kata Badrul, energi
besar megathrust, jika dilepas
sedikit demi sedikit dengan terja-
dinya gempa-gempa kecil, hal itu
akan jauh lebih baik.

“Potensi itu pasti ada, karena
belum seorang pun pakar yang
dapat memastikan kapan itu akan
terjadi. Bisa jadi energi besar yang
tersimpan dapat terjadi pada satu
waktu sekaligus. Bisa juga dengan
gempa-gempa berkekuatan kecil,
tetapi sering,” katanya lagi.

Namun hal itu berbeda dengan
gempa yang terjadi di darat. Me-
nurut Badrul, jika gempa berpusat
di patahan semangko, akan lebih
mengkhawatirkan dibanding de-
ngan gempa yang berpusat di
perairan. Sebab, gempa di darat
biasanya lebih dangkal dan dekat
dengan permukiman warga.

“Biasanya gempa yang terjadi
di darat bekisar antara kedalaman
25 hingga 50 kilometer. Semakin
dangkal semakin berbahaya, se-
bab kerusakan akan lebih banyak
dan luas. Bahkan, dengan gempa
berkekuatan 5 SR saja, akan
sangat berbahaya jika dibanding
gempa berkekuatan yang sama di
dasar laut,” jelasnya lagi.

Selain itu, jika episentrum
gempa berada di dasar laut, kata
Badrul, baru akan mengkhawatir-
kan jika bermagnitudo lebih dari
7 SR, sebab itu akan menim-
bulkan potensi terjadinya tsu-
nami. “Namun, di darat, gempa
dengan kekuatan 5 SR saja sudah
berisiko besar, walaupun risiko
tsunaminya tidak ada,” katanya
menutup.

BPBD : Tetap Waspada
Sekaitan dengan kejadian

gempa Rabu pagi yang cukup
menyentak warga, Kepala Pelak-
sana (Kalaksa) BPBD Sumbar

Erman Rahman memberikan im-
bauan agar warga tetap tenang,
tetapi tetap dalam kondisi siap
siaga menyikapi berbagai ke-
mungkinan yang bisa terjadi.
Pihaknya, diakui akan terus me-
mantau dan bersiaga jika hal-hal
tak diinginkan kemudian terjadi.

“Kami di BPBD selalu siaga,
meski pun di sisi lain kita juga
tengah berhadapan dengan ben-
cana nonalam Covid-19. Namun
jangan ragu, kesiapsiagaan BPBD
selalu tingkat tinggi untuk menyi-
kapi potensi bencana alam. Ter-
penting, warga ikut bersiaga,
tenang, tapi tetap waspada. Terima
informasi hanya dari sumber
terpercaya di pemerintahan. Ja-
ngan termakan hoaks saat terjadi
bencana,” kata Erman kepada
Haluan.

Sebelumnya, Kepala Pusat
Gempabumi dan Tsunami BMKG
Rahmat Triyono lewat pesan
tertulis kepada Haluan mengata-
kan, gempa bumi yang terjadi
pukul 06.51.10 WIB wilayah
Samudera Hindia Pantai Barat
Sumatera merupakan gempa
tektonik. Hasil analisis BMKG
menunjukkan episenter gempa
bumi terletak pada koordinat 1,66
LS dan 100,25 BT, atau tepatnya
berlokasi di laut pada jarak 49 km
Barat Daya Pesisir Selatan, Sumbar
dengan kedalaman 41 Km.

“Guncangan gempa bumi ini
dapat dirasakan di Pesisir Selatan,
Padang, Pariaman, Padang Paria-
man, Padang Panjang, Bukit-
tinggi, Agam. Hingga saat ini
belum ada laporan dampak keru-
sakan yang ditimbulkan akibat
gempa bumi tersebut. Serta hasil
pemodelan menunjukkan bahwa
gempa bumi ini tidak berpotensi
tsunami,” kata Rahmat.

Rahmat mengimbau agar
masyarakat tetap tenang dan tidak
terpengaruh oleh isu yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, masyarakat juga diimbau
menghindar dari bangunan yang
retak atau yang telah rusak. “Periksa
dan pastikan bangunan tempat
tinggal masing-masing cukup ta-
han gempa, atau tidak ada kerusa-
kan akibat getaran gempa yang
dapat membahayakan kestabilan
bangunan sebelum memutuskan
untuk kembali ke dalam rumah,”
sebutnya lagi. (h/mg-rga)

Supardi mengatakan bahwa pene-
tapan pandangan merupakan
salah satu wujud pelaksanaan
fungsi pengawasan serta check and
ballances dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

“Dalam materi hak interpelasi
DPRD terdapat beberapa catatan
penting yang perlu dicermati, di
antaranya, dalam pengelolaan
BUMD ada persoalan mendasar
yaitu rendahnya kinerja BUMD.
Berbagai upaya telah dilakukan
mulai dari restrukturisasi, liqui-
dasi, maupun perubahan mana-
jemen. Akan tetapi kinerja BUMD
tidak juga menunjukkan per-
baikan,” sebut Supardi.

Kemudian, sambungnya,
deviden yang diberikan pada
APBD tidak sebanding dengan
besaran nilai penyertaan modal
yang dilakukan oleh Pemda.
Rendahnya kinerja dan tidak
kompetetifnya BUMD disebab-
kan banyak faktor seperti, kualitas
dan kapasitas sumber daya manu-
sia (SDM), tidak adanya konsep
good corporate government dalam
pembangunan BUMD, core bisnis
yang sudah usang, serta beberapa
faktor yang lain.

Untuk menyelesaikan persoa-
lan BUMD itu, sambung Supardi,
DPRD meminta Pemprov menyu-
sun konsep pengembangan
BUMD yang jelas dan mengacu
pada prinsip Good Corporate
Governance (GCG), rekuitmen
SDM yang transparan sesuai kebu-
tuhan pasar, menata ulang kem-
bali masing-masing core bisnis
BUMD, dan yang juga perlu dila-
kukan adalah meminta BPK mela-
kukan audit investigasi ke semua

BUMD, sehingga diperoleh masu-
kan komprehensif untuk perumu-
san kebijakan BUMD ke depan.

Supardi menambahkan,
DPRD juga sangat menyayangkan
rendahnya pemahaman peme-
rintah daerah selaku pemegang
saham pengendali, dan selaku
pihak yang melakukan pengawa-
san serta pembinaan terhadap
BUMD. Salah satu akibatnya,
terjadi kesalahan dalam proses
seleksi calon direksi PT Bank
Nagari masa jabatan 2020-2024,
yang tidak mengacu pada Pera-
turan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 dan Permendagri
Nomor 37 Tahun 2018.

Dukung Konversi
Di lain sisi, DPRD mendu-

kung rencana konversi PT Bank
Nagari dari bank konvesional
menjadi bank syariah, dengan
catatan semua prosedur dan meka-
nisme menjadi bank syariah
dipenuhi. Tapi di sini, DPRD
berpendapat pemerintah daerah
tak serius menyiapkan proses
konversi tersebut. Hal ini dapat
dilihat dari proses seleksi calon
direksi PT Bank Nagari, di mana
calon direksi tidak disiapkan
untuk menjadi direksi yang me-
ngelola bank syariah.

Tak hanya itu, DPRD Sumbar
menilai pemerintah daerah lam-
bat dalam menindaklanjuti reko-
mendasi-rekomendasi DPRD ter-
kait penyelesaian permasalahan
pada BUMD dan penyelesaian
masalah yang ada pada aset milik
daerah.

“Kita merekomendasikan ke-
pada Pemda untuk menyegerakan

penyelesaian permasalahan yang
terdapat di BUMD dan aset dae-
rah, sesuai dengan rekomendasi
DPRD, dan melaporkan progres
penyelesaiannya kepada DPRD,”
ujar Supardi lagi.

Juru bicara pengusul Hak In-
terpelasi DPRD Provinsi Sumbar
HM Nurnas menambahkan, terkait
pengunaan hak interpelasi oleh
DPRD, sedari awal pengusul tak
berniat mencari-cari kesalahan atau
memakzulkan Gubernur Sumbar.
Sebab, langkah interpelasi diambil
karena rekomendasi DPRD sehu-
bungan BUMD dan aset selama ini
terlalu lambat disikapi.

“Tentang aset misalnya. Aset
itu totalnya Rp10,8 triliun. BPK
juga sudah terlalu sering menyam-
paikan, mulai dari aset yang
belum terdata dan persoalan aset
yang belum terkelola secara baik.
Sementara aset ini bisa menjadi
tulang punggung untuk menda-
patkan PAD. Begitu pun masalah
BUMD, dalam persoalan ini peme-
rintah daerah tidak pernah
menerapkan secara baik GCG dan
tidak menempatkan orang yang
tepat. Jadi, melalui hak interpelasi
kita memberikan pemikiran pada
gubernur agar ke depan lebih baik
dalam pengelolaan aset dan
BUMD,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur
Sumbar Irwan Prayitno (IP) me-
ngatakan, sejumlah catatan yang
diberikan DPRD akan segera
ditindaklanjuti oleh pihaknya.
“Ini adalah masukan-masukan
bagi kami untuk perbaikan ke
depan. Semuanya bagus, dan
kami akan tindaklanjuti nanti,”
sebutnya. (h/len)

sampel swab di Laboratorium FK
Unand dan Laboratorium
Veteriner Agam,” kata Jasman,
Rabu (5/8) kepada Haluan.

Ia menyebutkan, hingga saat
ini total sebanyak 74.521 sampel
dari 65.145 orang telah diperiksa.
Dari 19 kasus positif baru yang
tercatat hari ini, 11 kasus berasal
dari Kota Padang, enam kasus dari
Kota Solok, satu kasus dari Kabu-
paten Padang Pariaman, dan satu
kasus dari Kabupaten Agam.

“Dari hasil pemeriksaan ini,
angka positivity rate di Sumbar
jadi 1,54 persen. Nilai ini masih
yang terendah dan terbaik di
Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu jumlah positif
Covid-19 di Indonesia hingga
kemarin mencapai 116.871 kasus.
Sebanyak 37.530 orang atau 32,1
persen masih dalam perawatan,
73.889 kasus (63,2 persen) dinya-
takan sembuh, dan 5.452 orang
(4,7 persen) meninggal dunia.
Berdasarkan data yang dilansir
laman resmi Satgas Covid-19,
tercatat 94.593 orang dengan
kategori suspek.

Sanksi Protokol Kesehatan
Presiden Jokowi akhirnya

menerbitkan Inpres Nomor 6
Tahun 2020 tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan dalam Pence-
gahan dan Pengendalian Covid-
19. Inpres yang diteken Jokowi
pada 4 Agustus 2020 itu ikut
mengatur soal sanksi bagi pe-
langgar protokol kesehatan.

“Sanksi sebagaimana dimak-
sud berupa: teguran lisan atau
tertulis, kerja sosial, denda admi-
nistratif, penghentian atau penu-
tupan sementara penyelenggaraan
usaha,” seperti dikutip dari sali-
nan Inpres tersebut, Rabu (5/8).

Protokol kesehatan yang ha-
rus dipatuhi meliputi pengguna-
an masker yang menutup hidung
dan mulut hingga dagu jika harus
keluar rumah atau interaksi dengan
orang lain yang tidak diketahui
status kesehatannya, member-

sihkan tangan secara teratur,
pembatasan interaksi fisik, dan
meningkatkan daya tahan tubuh
dengan menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Inpres itu menjelaskan bahwa
sanksi berlaku bagi perorangan,
pelaku usaha, pengelola, penye-
lenggara, atau penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum seperti,
perkantoran, usaha, dan industri,
sekolah, tempat ibadah, stasiun,
terminal, pelabuhan, bandar uda-
ra, transportasi umum, kendaraan
pribadi, toko, pasar modern dan
tradisional, apotek dan toko obat,
warung makan, rumah makan,
cafe, dan restoran, pedagang kaki
lima, perhotelan, tempat wisata,
dan fasilitas layanan kesehatan.

“Ketentuan ini juga berlaku di
area publik yang dapat menim-
bulkan kerumunan massa dan
tempat dan fasilitas umum dalam
protokol kesehatan lain yang
diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan,” katanya lagi.

Penegakan disiplin terhadap
protokol kesehatan ini diatur
lebih lanjut dalam peraturan
gubernur, bupati, atau wali kota
dengan menyesuaikan kearifan
lokal dari masing-masing daerah.
Dalam Inpres juga mengatur keten-
tuan sosialisasi informasi atau
edukasi cara pencegahan dan
pengendalian covid-19 dengan
melibatkan partisipasi masya-
rakat, tokoh agama, tokoh adat,
tokoh masyarakat, dan unsur
masyarakat lainnya.

Perda New Normal Sumbar
Sesuai arahan Presiden di atas,

para kepala daerah diminta menin-
daklanjuti dengan mempertim-
bangkan penerapannya dengan
kearifan lokal masing-masing
daerah. Di Sumbar sendiri, sebe-
narnya Pemprov Sumbar me-
ngaku tengah merancang inisiasi
Perda New Normal yang juga
mengatur sanksi terkait pelang-
garan protokol kesehatan.

“Kita sedang membuat Perda
yang ada sanksi pidana kepada

mereka yang melanggar aturan
protokol kesehatan. Ada berupa
sanksi administratif maupun
denda seperti pidana hukuman
dengan kurungan dan denda
uang,” sebut Gubernur Sumbar
Irwan Prayitno (IP) dalam Dialog
Digital dengan Media Center
Satgas Penanganan Covid-19,
Jakarta (1/8) lalu.

Namun hingga kini, kalangan
DPRD Sumbar terus mendesak
Pemprov agar segera memasukan
draf muatan rancangan peraturan
daerah (Ranperda) tentang “New
Normal” itu ke DPRD. “Sampai
hari ini belum masuk drafnya.
Pemprov terkesan meraba-raba.
Sementara kita tidak tahu kapan
virus corona ini akan pergi,
hingga sekarang vaksin pun
belum ditemui,” sebut Anggota
Komisi V DPRD Sumbar Nofrizon
kepada Haluan.

Hingga saat ini, sambung
Nofrizon, penyebaran kasus Co-
vid-19 di Sumbar memang domi-
nan terjadi di wilayah perkotaan.
Seperti banyak ditemukan di
perkantoran pemerintah serta
swasta. Oleh karena itu ia me-
ngimbau seluruh pegawai dan
karyawan untuk benar-benar
menerapkan protokol kesehatan.

Di samping itu, anggota Ko-
misi V DPRD Sumbar Sitti Izzati
Aziz juga mengingatkan, agar
kegiatan rapat yang dilakukan
secara tatap muka di perkantoran
agar dapat dikurangi durasinya.
Hal itu dimaksud untuk mengan-
tisipasi bertambahnya kasus
penularan Covid-19 di klaster
perkantoran atau tempat kerja.

“Sejak sepekan terakhir, terja-
di penambahan kasus positif
Covid-19 yang signifikan di
Sumbar. Bahkan pada saat momen
Lebaran Idul Adha pada 31 Juli
lalu terjadi penambahan 41 kasus
positif. Oleh karena itu, aktivitas
rapat tatap muka hendaknya diku-
rangi. Rapat kan bisa dilakukan
daring, sehingga tidak mengum-
pul banyak orang dalam satu
ruangan,” tegas Sitti. (h/mg-dan)

ada pembagian persenan terha-
dap dua proyek pembangunan di
Solok Selatan, yaitu pembangu-
nan Masjid Agung Solok Selatan,
serta pembangunan Jembatan
Ambayan Solok Selatan.

“Untuk jembatan itu 12 per-
sen, dan untuk proyek masjid itu
14 persen. Pembagian persenan itu
diperuntukkan untuk Bupati,
orang dinas terkait di Pemkab
Solsel, panitia, serta bawahan M.
Yamin Kahar,” kata Abdul Hidayat.

Saksi Abdul juga menyebut-
kan, pada suatu waktu Wanda yang
merupakan bawahan bos Dempo
Group M Yamin Kahar pernah
bercerita bahwa Bupati Solsel
Muzni Zakaria pernah menerima
uang sebesar Rp1,2 miliar dari M
Yamin Kahar. Bahkan, ia juga
mengakui di hadapan majelis
hakim bahwa ikut menerima se-
jumlah uang dari proyek tersebut.

‘’Saat ini pembangunan jem-
batan dan masjid itu belum sele-
sai, karena putus kontrak dan
permasalahannya sampai ke
KPK,” ujar Abdul lagi.

Sementara itu saksi lainnya,

Fadzlu, mengaku tidak menge-
tahui perihal pertemuan antara
Bupati Solok Sela tan Muzni
Zakaria dengan bos Dempo M
Yamin Kahar. “Setahu saya, mere-
ka memiliki hubungan kekera-
batan yang sudah lama,” kata
Fadzlu dalam keterangannya.

Ada pun saksi Erianto me-
ngaku bahwa dirinya hanya bertin-
dak dalam pengerjaan proyek
Jembatan Ambayan Solsel. “Kalau
proses kerjanya secara teknis saya
tidak tahu,” ucapnya. Hal senada
juga disampaikan saksi Mukti
Aksa, yang mengaku bahwa diri-
nya hanya Koordinator Lapangan
pada pengerjaan proyek tersebut.

Pantauan Haluan di ruang
sidang, terdakwa Muzni Zakaria
yang didampingi Penasihat Hu-
kum (PH) tampak hanya terdiam
saat para saksi memberikan kete-
rangan. Sidang yang diketuai oleh
Yoserizal dan didampingi oleh M
Takdir dan Zaleka selaku hakim
anggota itu pun diagendakan
berlanjut pada Kamis (6/8)

Pengusutan Kasus
Sebelumnya dalam dakwaan

JPU KPK, terdakwa Muzni Za-
karia disebut menerima uang dan
barang dari M. Yamin Kahar
berjumlah Rp375.000.000. Di-
duga, pemberian itu berkaitan
dengan balas jasa setelah meme-
nangkan perusahaan yang di-
usung M. Yamin Kahar pada
proyek pembangunan Masjid
Agung Solok Selatan dan Jem-
batan Ambayan Solok Selatan
pada tahun anggaran (TA) 2018.

Jaksa menuliskan, pada Ja-
nuari 2018 terdakwa Muzni
Zakaria mendatangi rumah M.
Yamin Kahar (berkas terpisah)
yang merupakan bos Dempo
Group di  kawasan Lubuk
Gading Permai V, Jalan
Adinegoro, Kecamatan Koto
Tangah Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut,
terdakwa menawarkan paket pe-
ngerjaan kepada M. Yamin Kahar
dengan pagu anggaran sebesar
Rp55 miliar, yang kemudian
disanggupi oleh M. Yamin Kahar.
Saat pelalangan proyek berlang-
sung, perusahaan yang diusung
oleh M. Yamin Kahar pun menang.

Pengadilan Tipikor PN Pa-
dang sebelumnya telah menjatuh-
kan vonis 2,5 tahun (2 tahun dan
6 bulan) penjara kepada bos
Dempo Group M. Yamin Kahar,
Kamis (18/6) lalu. Hakim menilai,
terdakwa terbukti bersalah mela-

kukan pemberian suap terkait
proyek pembangunan kepada
Bupati Nonaktif Solsel Muzni
Zakaria pada 2018.

Selain vonis penjara, hakim
juga mewajibkan terdakwa mem-
bayar denda sebesar Rp200 juta

subsider empat bulan kurungan
penjara. Terdakwa diyakini hakim
telah melanggar ketentuan pada
Pasal 5 ayat 1 huruf b, Undang-
Undang (UU) RI Nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan
korupsi. (h/win)
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